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Penelitian ini di latar belakangi dengan adanya fonemena pemasangan alat
peraga kampanye pemilihan umum tahun 2024 di tanggul sungai yang tidak
terdapat kepastian hukum akibat belum adanya peraturan yang mengatur tentang
pemasangan alat peraga kampanye di Tanggul Sungai Brantas. Dalam Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan
umum serta Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 tahun 2023 tentang
pengawasan kampanye pemilu tidak menjelaskan secara spesifik terkait tempat
yang dilarang dalam pemasangan alat peraga kampanye

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana penegakan
hukum pemasangan alat peraga kampanye di Tanggul Sungai Brantas? 2)
Bagaimana penegakan hukum pada pemasangan Alat Peraga Kampanye di
Tanggul Sungai Brantas kabupaten jombang perspektif Peraturan Badan
Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum?
3) Bagiamana penegakan hukum yang ideal terhadap pemasangan Alat Peraga
Kampanye di Tanggul Sungai Brantas menurut Figih Siyasah ?

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris,
dengan mengkaji hukum yang berlaku serta yang terjadi di lapangan. Teknik
pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dengan pihak terkait
dan dokumentasi. Sedangkan teknik analis data yaitu dengan deskriptif kualitatif
yang mana digunakan untuk menggambarkan secara detail terkait Penegakan
Hukum pemasangan alat peraga kampanye di tanggul sungai, kemudian
menguraikan data yang bersifat kualitatif yang diperoleh dari hasil metode
pengumpulan data.

Hasil temuan di lapangan dalam penelitian ini adalah 1) Penegakan hukum
Pemasangan Alat peraga kampanye di Tanggul Sungai Brantas yang mana
Bawaslu sebagai pengawas sekaligus penegak hukum pemilu belum dapat
menertibkan alat peraga kampanye yang terpasang di tanggul sungai. Dengan
alasan belum ada regulasi yang mengatur terkait larangan pemasangan alat peraga
kampanye di lokasi tanggul sungai tersebut. Terlebih lagi dari hasil wawancara
bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum pemasangan alat peraga kampanye
di tanggul sungai berpotensi membahayakan masyarakat, dikarenakan lokasi
tanggul sungai brantas berdampingan dengan jalan raya. 2) Bawaslu memiliki
kewenangan untuk menerbitkan ketentuan yang bersifat tekhnis dalam
pelaksanaan maksud dan tujuan dalam Undang-undang Pemilihan Umum,

XVii



termasuk dalam hal penegakan hukum pemasangan alat peraga kampanye di
tanggul sungai. 3) Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan
sengketa antara sesama rakyat, pada masa kampanye khusunya pemasangan alat
peraga kampanye khusunya di tanggul sungai, bilamana dalam peraturan
pemasangan alat peraga kampanye terdapat sebuah permasalahan yang
penyelesainya belum di atur, maka bawaslu berwenang memberikan keputusan
yang adil demi kemaslahatan umat. Maka dari itu perlu adanya penanggulangan
dengan cara membuat regulasi baru akibat kekosongan hukum, karena hukum
senantiasa bertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman, perlu adanya
pembaharuan bahkan pembuatan peraturan baru
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This research is in the background of the phenomenon of installing
campaign props for the 2024 general election on the river embankment which is not
legal certainty due to the absence of regulations regulating the installation of
campaign props on the Brantas River Embankment. In General Election
Commission Regulation Number 15 of 2023 concerning general election campaigns
and Election Supervisory Agency Regulation Number 11 of 2023 concerning the
supervision of election campaigns, it does not explain specifically regarding the
prohibited places in the installation of campaign props.

The formulation of the problem in this study is: 1) How is the law
enforcement of the installation of campaign props on the Brantas River
Embankment? 2) How is the law enforcement on the installation of campaign
props on the Brantas River Embankment, Jombang Regency from the perspective
of Election Supervisory Agency Regulation Number 11 of 2023 concerning
General Election Supervision? 3) What is the ideal law enforcement for the
installation of Campaign Props on the Brantas River Embankment according to
Figih Siyasah?

This research method uses a type of empirical juridical research, by
examining the applicable law and what occurs in the field. Data collection
techniques by conducting observations, interviews with related parties and
documentation. Meanwhile, the data analyst technique is qualitative descriptive
which is used to describe in detail related to Law Enforcement the installation of
campaign props on river embankments, then describe qualitative data obtained
from the results of data collection methods.

The findings in the field in this study are 1) Law enforcement Installation
of campaign props on the Brantas River Embankment, where Bawaslu as a
supervisor as well as election law enforcer, has not been able to put in order the
campaign props installed on the river embankment. On the grounds that there is no
regulation regulating the prohibition of installing campaign props at the location of
the river embankment. Moreover, from the results of an interview with the General
Election Supervisory Committee, the installation of campaign props on the river
embankment has the potential to endanger the community, because the location of
the Brantas river embankment is adjacent to the highway. 2) Bawaslu has the
authority to issue provisions of a technical nature in the implementation of the
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purposes and objectives in the General Election Law, including in terms of law
enforcement of the installation of campaign props on river embankments. 3)
Bawaslu as an institution in charge of resolving disputes between fellow people,
during the campaign period, especially the installation of campaign props,
especially on the river embankment, if in the regulations on the installation of
campaign props there is a Problems that have not been resolved, Bawaslu is
authorized to make fair decisions for the benefit of the people. Therefore, there is a
need for countermeasures by making new regulations due to the legal vacuum,
because the law is always struggling to keep up with the times, there is a need for
renewal and even the creation of new regulations
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